
VISI KEPALA 

DAERAH 

MISI 

TUJUAN 

SASARAN 

Tujuan Kepala Perangkat 

Daerah (Sasaran RPJMD)

Indikator Tujuan Kepala 

Perangkat Daerah 

Sasaran Kepala Perangkat 

Daerah 

Indikator Sasaran Kepala 

Perangkat Daerah 

Indikator : Indikator 

Indikator: Persentase Kelembagaan Nagari Yang Dibina Indikator :
Persentase Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Nagari yang dibina
Indikator 

Persentase Lembaga Usaha Ekonomi 

Masyarakat yang dibina
Indikator : 

1. Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang 

tepat waktu
Indikator :

2. Jumlah Nagari yang menyampaikan RKP tepat 

Waktu

Indikator: 1. Jumlah nagari yang menyampaikan APBNagari 

Tepat Waktu Indikator :

2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 

Perencanaan nagari dalam 1 Tahun

CASCADING DPMD/N KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  TAHUN 2021 - 2026 

B
U

P
A

TI 

Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradap dan Berbudaya dalam           Kerangka Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah 

Misi Ke 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya, Berdaya Saing Berdasarkan Nilai- Nilai Keagamaan Misi ke 3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan 

 Tujuan Ke 2. Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya dimasyarakat berdasarkan Faslsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Meningkatkan Status Nagari dibidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 

Sasaran 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya Meningkatnya Status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Sasaran Esselon III  

(Program)

Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya   Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari 

K
ep

ala D
in

as 

Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya 1. Meningkatnya status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Indek ABS ABK Indek Desa Membangun (IDM)

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Nagari dan Lembaga Adat Desa Nagari yang 

dibina

Persentase       Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari yang sesuai dengan Peraturan Perundang2an yang 

berlaku 

Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Kepala Sub Bidang/ 

Kasi (Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangun  

Masyarakat Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota 
Meningkatnya Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga 

Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan 

Nagari , SDA dan TTG

Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Nagari dan Penyusunan Perencanaan 

Meningkatnya Pembinaan, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Nagari dan Pengawasan laporan Kepala Desa/ Wali Nagari

Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perencanaan 

pembangunan nagari

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan laporan Kepala Desa/ 

Wali Nagari



Program : Program : 

Indikator : Indikator : 

Kegiatan : Kegiatan :

Indikator  : Indikator  :

Indikator/ Output 1. Jumlah LPM yang mengikuti Bimtek (79 nagari) Indikator 
Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga 

Adat (Lembaga Adat Aktif)
Indikator 

Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro 

Yang dibina 
Indikator/ Output

1. Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang tepat 

waktu

Indikator/ 

Output

2. Jumlah KP-SPAMS yang mengikuti Bimtek (153 KP-SPAMS) Rp. 440.217.000 2. Jumlah Nagari yang menyampaikan RKP tepat Waktu

3. Jumlah KPMD yang mengikuti Bimtek (79 KPMD)

4. jumlah rakor P3MD nagari yang dilaksanakan ( 2 Kali Rakor)

Indikator /Output 1. Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan Indikator/ output 1. Jumlah Posyantek Yang Terbentuk 

2. Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan 2. Jumlah Gelar TTG yang diikuti Indikator/Output
1. Jumlah nagari yang menyampaikan APBNagari Tepat 

Waktu

indikator/O

utput : 

3. Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan
2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Perencanaan 

nagari dalam 1 Tahun

Indikator/ Output 1. jumlah pelaksanaan pencanangan BBGRM (I kali 1 nagari) 4. Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten

2. jumlah pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMN ( 2 kali 2 

nagari)
5. Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi 

3. Jumlah monev kegiatan BBGRM dan TMMN yang dilaksanakan (79 

nagari)
6. Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan

7. Jumlah Pokja Posyandu Aktif Indikator/Output Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif 
Indikator/O

utput
8. Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , 

Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adat Desa tk Kabupaten 

Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang 

Terbentuk

Indikator/O

utput

Indikator /output
Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima 

Puluh Kota 
Indikator/Output

1. Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari  yang 

mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi

2. Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam 

penataan administrasi pemerintahan nagari

Indikator/ 

Output

Indikator/Output
Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti 

Bimbingan Teknis Mananjemen Pemerintahan Desa 

Indikator/  

Output

Indikator/Output
Jumlah Anggota Bamus Nagari  yang mengikuti 

pelatihan dan rapat koordinasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi  Pemberdayaannya Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi  Pemberdayaannya Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan Sub Kegiatan 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rp. 910.237.100

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Rp. 1.121.690.200

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp. 575.941.400

Rp. 4.697.452.600 Fasilitasi  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pembinaan laporan Kepala Desa

Rp. 1.236.535.800

Rp. 5.386.689.000

Pembinaan  dan  Pemberdayaan  BUM  Desa  dan Lembaga Kerja sama antar 

Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa

Rp. 1.054.226.500 Rp. 719.483.300

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp. 5.569.848.400 Rp. 1.046.557.600

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Rp. 450.000.000

Rp. 8.812.289.800

Rp. 1.418.131.000 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Rp. 2.457.287.500

Rp. 1.267.002.600

Rp. 1.057.500.000

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD 



Rp. 918.412.600













Indikator : 

1. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SISKEUDES 

sesuai aturan
Indikator :

1. Jumlah Nagari yang Menyampaiakn laporan 

Inventarisasi Aset Tepat Waktu
Indikator :

Persentase/ Jumlah   Organisasi nagari Yang 

Dibina dan diawasi
Indikator :

Persentase/ Jumlah  nagari Yang dibina, 

diawasi Admnistrasi , Produk Hukum dan 

Kerjasamanya 

Indikator :
Persentase/ Jumlah  Aparatur nagari Yang 

diberikan peningkatan kapasitas

2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 

Pengelolaan keuangan nagari dalam 1 Tahun

2. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SIPADES 

sesuai aturan
3. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aset 

Nagari Dalam 1 Tahun

1. Jumlah nagari yang menyampaikan LKPJ tepat 

Waktu

2. Jumlah Nagari yang menyampaikan laporan BLT, 

PPKM Mikro, Penyerapan DD tepat Waktu

CASCADING DPMD/N KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  TAHUN 2021 - 2026 

Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradap dan Berbudaya dalam           Kerangka Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah 

Misi ke 3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan 

Meningkatkan Status Nagari dibidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 

Meningkatnya Status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Meningkatnya   Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1. Meningkatnya status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Indek Desa Membangun (IDM)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Persentase       Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari yang sesuai dengan Peraturan Perundang2an yang 

berlaku 
Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya Pembinaan, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Nagari dan Pengawasan laporan Kepala Desa/ Wali Nagari
Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemerintahan Nagari 

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan laporan Kepala Desa/ 

Wali Nagari

Meningkatnya Kualitas Administrasi Produk Hukum 

Nagari dan Kerjasama antar Nagari 

Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Lembaga 

Pemerintahan Nagari 



Program :  PENATAAN DESA Program : 

Indikator : 
Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi 

dalam Penataan Desa
Indikator : 

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa Kegiatan : Fasiltasi Kerjasama Antar Desa 

Indikator  :
Persentase nagari yang difasilitasi dalam 

penataan desa
Indikator  :

1. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SISKEUDES 

sesuai aturan
Indikator/ Output :

1. Jumlah Nagari yang Menyampaiakn laporan Inventarisasi 

Aset Tepat Waktu
Indikator/ Output : Persentase penetapan dan penegasan batas desa

Indikator/ 

Output :
2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 

Pengelolaan keuangan nagari dalam 1 Tahun

2. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SIPADES sesuai 

aturan

Rp.12.362.662.700
3. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aset Nagari 

Dalam 1 Tahun

Indikator/ Output :
Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan 

kerjasama dengan pihak ketiga

1. Jumlah nagari yang menyampaikan LKPJ tepat Waktu

2. Jumlah Nagari yang menyampaikan laporan BLT, PPKM Mikro, 

Penyerapan DD tepat Waktu
Indikator/Output

Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Indikator/ Output :Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk 

Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali 

Nagari Serentak
Indikator/Output

1. Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti 

pelatihan bimtek penyususnan  produk hukum desa /nagari

2. Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring 

penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan 

pemerintahan nagari

Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan 

dan pemberhentian perangkat desa

Indikator/Output
Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada 

tahun berjalan

Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan 

penegasan batas nagari/desa

Terlaksananya kegiatan Orthoretifikasi Citra Wilayah 

Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator/Output

1. Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam 

pembinaan/monitoring  penyusunan profil nagari selama 

tahun berjalan
2. Jumlah nagari yang menyampaikan laporan  monografi 

nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan

1.Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan 3. Jumlah nagari dengan status swadaya

2. Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan 4. Jumlah nagari dengan status swasembada

2. Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari 

tingkat kabupaten
5. Persentase nagari dengan status mandiri

3. Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang 

mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat  

Propinsi /Regional. 

6. Persentase nagari dengan status tertinggal

 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama 

antar nagari/desa  dan pihak ketiga serta 

Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase Nagari yang difasilitasi dalam  kerjasama 

antar nagari/desa 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa
Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota

Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar 

nagari/desa dalam Kabupaten

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Rp. 616.935.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Rp. 1.437.188.600 Rp. 1.074.117.100

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 792.447.000

Fasilitasi Pembinaan laporan Kepala Desa

Rp. 5.386.689.000

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Rp.857.320.100

Rp. 719.483.300 Rp. 150.000.000 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Rp. 966.925.200

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Rp. 450.000.000

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Rp. 472.413.000

Rp. 2.457.287.500 Fasilitasi  Penyusunan  Profil  Desa 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan



4. Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang 

ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan 

kelurahan  Pendiskel Tk. Nasionaal

Rp. 887.925.300.

Rp. 918.412.600













Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  DPMD/N

IK = Nilai AKIP DPMD/N

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPMD/N

IK = Indek RB DPMD/N

Meningkatnya  kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

IK = Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik DPM/N

IK = Nilai IKM DPMD/N

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah sub kegiatan pada Renstra) x 100% IK : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya           

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran DPMD/N Meningkatnya Penyelenggaraan  Administrasi Kepegawaian DPMDN
IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen 

perencanaan PD (Renja terhadap Renstra) IK : Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD)/(Indikator 

program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra)} x 100%
IK : Persentase ASN yang berkinerja baik

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen penganggaran PD 

(RKA terhadap Renja) Meningkatnya penyelenggaraan  Administrasi Umum DPMDN 

A = (Jumlah program yang konsisten pada Renja PD/Jumlah Program pada Renstra) x 100%
IK = Dokumen Data Kepegawaian yang 

akurat

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah kegiatan pada Renstra) x 100% IK : Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN           

IK = (A+B+C+D)/4 IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu   

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah 

A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA PD/Jumlah Program pada Renja PD) x 100%
IK : Tingkat Kepuasan Terhadap

Layanan yang diberikan Organisasi
B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah kegiatan pada Renja PD) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah sub kegiatan pada Renja PD) x 100% Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada DPMDN
D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD)/(Indikator 

program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD)} x 100%
IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik   

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu IK : Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan

IK : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bapelitbang IK : Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan



Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti      

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

IK = Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu                                                         

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

1. Kegiatan ; 1.Kegiatan : 4. Kegiatan :

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Rp. 411.068.600 Rp. 77.990.000 Rp. 2.601.100.000

Rp. 106.251.711 Rp. 48.300.000 Rp. 1.508.876.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp. 85.661.058 Rp. 96.877.700 Rp. 499.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD
Pengadaan Mebel

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2. Kegiatan : Pengadaan Gedungan Kantor atau Bangunan Laiinya

Rp.83.022.670. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Rp. 155.000.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 74.477.711 Rp.31.728.000 Rp. 941.500.000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Rp. 284.631.563 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp. 506.800.000

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 56.750.00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Rp. 135.631.934 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 355.000.000

Rp. 205.500.000

2. Kegiatan :

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 101.316.500

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 68.400.000 Rp. 26.880.000

Rp.22.925.693.801



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 62.250.000 Rp. 344.804.000

Rp. 469.980.000



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 1.380.480.000

Rp. 63.798.295 Rp. 140.125.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian Verifikasi Pemindahan Tugas ASN Rp. 142.550.000

Rp. 92.296.700 Rp. 51.500.000

Sub Kegiatan :

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp. 77.764.720 Rp. 220.457.400 Rp. 1.196.205.000

6. Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Rp. 74.978.750 Rp.  276.200.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pemeliharaan Mebel

Rp. 72.950.000 Sub Kegiatan : Rp.65.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp. 57.825.280 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.38.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 99.900.000 Rp. 879.308.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 108.403.000 Rp.90.523.700

Penyedian Perlengkapan kantor
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya
Rp. 38.045.000 Rp. 184.840.000

Penyediaan Bahan/Material

Rp. 19.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rp. 201.100.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp. 196.334.700 Rp. 349.600.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp. 204.672.800

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 23.600.000



Rp. 2.734.517.000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp. 77.746.400

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Rp. 68.000.000








